dalikan Hukum, bukan .
mengendalikan kekuasaan. Ka

hukum, maka peran TNI atau saat itu
adalah ABRI yang didalamnya
termasuk Polri yang sangat
menonjol dengan tindakan-tindakan
yang sangat arogan terhadap
masyarakat yang berseberangan
atau beroposisi dengan Pemerintah
tanpa melalui proses Hukum.
Apakah Pemerintah R.I. dengan

kekuasaan yang mengendalikan

Butcrk - po- 240
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karena itu, Polri ti
dan menge

% dihadapi Polri,

1. Otonomi daerah akan mengu-
rangi masukan pemerintah pusat, yang
hanya akan menerima 25% saja dari
hasil yang didapatkan di daecrah-daerah,

hal ini membawa konsekuensi
perampingan organisasi pemerintah
pusat dalam rangka mengurangi
pembiayaan dengan mendorong



sebanyak mungkin urusan tmgk
termasuk kepolisian.

2. Perlu dilakukan®
terhadap fungsi-
tingkat pusat
menyisakan
(penegakan
nasionalic
di USA

adalah ya

bidang keamana
nya keamanan da
demikian lebih diper
keengganan pimpina
(sekarang Dephan) untuk melepask
Polri mandiri (nyanyiannya aku masi
seperti yang dulu). Ditambah lagi
dengan kenyataan dalam Kabinet
Persatuan Nasional masih terdapat
Menko Polkam dengan alasan Polri
masih belum mampu melaksanakan
tugasnya sendiri, Polri masih lemah,
Polri masih memerlukan bimbingan
dan sebagainya, sehingga masih perlu
dimantapkan dibawah Departemen

artemen yang
isah-

d. Menyangkut
berkembang pendapsa
acai berikut :

bagai pemellhar
i berada dalam

enga wasan
mengontrol
but baik melalui

.. D R masyarakathSM Media massa

dan mtemal control yang mandiri.
2. Pembahasan.

a. Tugas, Fungsi dan Peranan Polri.
Negara memiliki 2 (dua) tugas utama
bagi rakyatnya yaitu tugas di bidang
Keamanan (Security) dan tugas di




bidang Kesejahteraan (PgoS endalikan tingkah
Tugas di bidang $ idak berbuat
kedalam dua B
National . 1] 1
Nasion nga- melanggar huke
mank ncaman dari norma agama dice
alui upaya erak kesempatan un
pelaksanaannya pidana dan ganggua
h TNI, dengan Negeri dapat
pendekatan militer inimal mungkin, walaup
k melakukan masih tetap a

ty (Keselamatan

1al dengan 152%%3
g o

i ancamany;
negeri yan
‘ukan oleh ; _ ki daya cega
enegak j ' awan terha
enggunak I ;

(1) Penge

untuk menekan j h
keamanan dalam neoerl yang
tindak pidana baik dilaku Lan mnd
terorganisir maupun secara massa

o diperlukan
dan keadilan.
pai tindakan Polisi
dlksrlmmatlf tapi harus betul-betul

dengan mengadakan patroli-patroli, tindakannya tidak memandang siapa
razia-razia serta operasi-operasi pelanggarnya, tapi kesemuanya harus
Kepolisian pada tempat-tempat rawan mendapat pelayanan sama tanpa
kriminalitas baik FKI, PHH maupun membedakan suku, ras, antara
AF terutama tindak pidana golongan dan agama. Siapapun yang
konvensional dan tindak pidana melanggar hukum harus diproses
tanpa korban (judi, pelacuran, hukum dan diambil tindakan serta
Narkoba). Tindakan-tindakan tersebut bertindakan netral tanpa dan rasa
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apakah fungsi
alian sosial

arogansi yang dapat menimbulkan bibi
perpecahan dan menyebarkap
issue yang membahayakan
dan kesatuan masya
Negara R.I. '

engan tujuan |
. _ apakah kemanfaatan ata
(4). Pene : kepastian hukum ?
pencegahan

sampai j
kepadag
hal i
syst
huku

tidal entukan oleh I
saja, Penuntut %
Hak
kew
tinds

g GBHN tahun 1999-2000
Oktober 1999 dalam Missu

Fuj
punya A
menerapka
kehidupan

tujuan huku
diharapkan untu
hukum tersebut ka
Mengapa harus Po
Polisilah sebagai ujung torr

But:r 3, Menegakan Huk
konsisten untuk lebi
kepastian hukun

#41 dan

penegak hukum di lapangan ¥ _ penegak
langsung membaur dan bersentuhan : ; rmasuk epohsuan Negara
dengan masyarakat serta memiliki Republik Indonesia untuk menum-
wewenang memutus sendiri tanpa buhkan kepercayaan masyarakat
harus lebih dulu melaporkan kepada dengan meningkatkan kesejahteraan,
atasan dengan berdasarkan kepada asas dukungan sarana dan prasarana hukum,
kewajiban dan asas legalitas. Dalam pendidikan serta pengawasan yang
memutus tersebutlah ia akan efektif. Butir 8, Menyelenggarakan
menentukan fugnsi hukum mana yang proses peradilan secara cepat, mudah,
dilaksanakan dan tujuan hukum yang murah dan terbuka, serta bebas korupsi,
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aku Kepala Negar
at oleh Presiden

kolusi dan nepotisme den
menjunjung tinggi as
kebenaran. Butip
pemahama
meningk j fungsi

pengh mengalamlham a
asasid eluruh aspek pengaruh kekuasaan (p
Menyelesaikan _memberikan  warna "

anapun t%gas,
kum tersebu

kan
fungsi
secara otom
dan peranan P
Polisi sebagai ap
terdepan. Tugas, fu
Polisi akan semakin beral
semakin bertambahnya produ

 pidana
di daerah di

uasdan Gubernur akan
ibulkan masalah dalam melaku-

Undang-undang, baik daerah, nasional kan penyidikan antara daerah, tingkat
maupun internasional, sehingga nasional dan antara negara.

lingkup tugas, fungsi dan peranan polisi

meliputi lingkup Daerah termasuk Dengan kendala dan hambatan
penegakan hukum/Perda lingkup kasus tersebut, maka Polri yang tepat adalah
antara Daerah/Propinsi, lingkup Polisi Nasional sama dengan negara
nasional dan lingkup internasional. Bila Asean, Jepang, Jerman bahkan
kedudukan Polri tidak segera di bawah Amerika Serikat sudah mengarah pada
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Polisi Nasional. Sedangkan Polisi
Indonesia sewaktu pemerintal
lalu sampai saat ini telah
Nasional dari tingkat.pi
tingkat pos polisité
menjadi ham

ah pusat,
organisasi

konsekue

‘minim, maka Polri dapa
secar: penuh baik untuk

untuk
harusg!
Depha
walaup
menyal
kam tapi
tersebut bar
dimasukkan ke
organisasi Polri tela
langsung Presiden
pengelolaan anggaran teys
dapat langsung kepada Po
melalui Dephankam.

asional) karena
daerah dibawah kekuasaan G
2) Adanya perbedaan pendz
antara polisi daer

1
gkat

i kejuangan
Polri yanﬂ berbeda yang

b. Keuntungan bila Polisi dalam suht untuk dibina.

bentuk Polisi Nasional dibawah 3). Polisi daerah dapat digunakan

langsung Presiden R.1., yaitu : untuk kepentingan kekuasaan (politik)
bukan utnuk melaksanakan tugas,

1). Polri, komitmen dan konsisten fugnsi dan peranan hukum yang

dalam mengemban missi dan arah ditetapkan dalam GBHN pada missi

Kebijakan Hukum yang ditetapkan dan arah kebijakan hukum.

GBHN tanpa adanya intervensi
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3. Saran-saran. 0 erasmnal kepollslan

persetujuan
Pemilihan Kapo
disiapkan oleh Kap
kriteria penilaian yang ditentukan, ba
diajukan kepada DPRD untuk dipilil
mana yang terbaik.

c. Hasil pengelolaan dana dari SSSB,
Samsat, SIM yang disetorkan kepada
Kas Negara dikembalikan lagi kepada
Polri secara langsung oleh Depkeu
uniuk digunakan sebagai tambahan
APBN dalam pembiayaan pembinaan
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